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BULKIMINI: 18 MARET 2004


PERAN BRTI

DALAM RESTRUKTURISASI SEKTOR TELEKOMUNIKASI


Awal Jabangbayi

Jabangbayi BRTI terlahir dari UU No.36/1999, pasal 4 ayat 2, yang menyatakan bahwa fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawa san dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepa da suatu badan regulasi.

Kemudian lahirlah keputusan menteri (KM No.331 tahun 2003), mengenai pembentukan BRTI yang ditujukan untuk lebih menjamin adanya transpa ransi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI mulai efektif bekerja 5 Januari 2004, sebagai suatu badan yang bersifat transisional menuju Independent Regulatory Body (IRB) Ideal, yang terdiri dari dua komponen, yakni Ditjen Postel dan KRTI (Komite Regulator Telekomunikasi Indonesia).

Ada tiga fungsi utama dari BRTI, yakni Pertama, melakukan pengaturan yang meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yaitu perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, standar kinerja operasi, standar kualitas pelayanan, biaya interkoneksi, dan standar alat & perangkat. Kedua, melakukan pengawa san terhadap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, yaitu kinerja operasi, persaingan usaha dan penggunaan alat dan perangkat. Serta ketiga, melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yaitu selaku media tor perselisihan antara penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penggunaan alat dan perangkat dan penerapan standar kualitas pelayanan.

Sisi kelemahan

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Komite bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan dan atau kepentingan pihak lain (red: menurut wawancara kami dengan Bu Kusmarihati Sugondo saat peluncuran Buku On Becoming C3 beberapa waktu lalu, terungkap bahwa BRTI belum sepenuhnya independen karena segala Keputusan harus ditandatangani oleh pemerintah  dalam hal ini MENHUB/ Dirjen-Postel). 

Mekanisme penetapan keputusan seperti itu menjadi sisi kelemahan BRTI. Seringkali keputusan BRTI yang diajukan ke Menteri (jika Menteri tidak berkenan) tidak mendapat respon yang memadai, bahkan komentar pun tak ada. Padahal BRTI harus tetap membela tiga kepentingan, yakni masyarakat, pemerintah dan industri. Kondisi seperti inilah yang acapkali menjadi dilemma bagi BRTI. Kelemahan lainnya BRTI didanai dengan APBN lewat posting anggaran Ditjen Postel yang menimbulkan mata rantai birokrasi. Dengan demikian idealnya suatu badan regulasi itu adalah yang independen, transparan, dan legitimate (berkekuatan hokum) dan memiliki kewenangan penuh dalam melakukan law enforcement atas keputusan-keputusan yang dihasilkan.

Pentingnya tariff rebalancing

Terkait dengan Regulasi Tarif Jasa Telekomunikasi, menurut Hery Nugroho, maka mau tak mau yang namanya  tariff rebalancing harus dilakukan. Karena hal ini akan terkait dengan komposisi pendapatan local, sljj dan abonemen dalam struktur  total income operator. Cost Based nya adalah: LRIC Top Down dan Bottom Up. Jadi filosofi rebalancing tariff sesungguhnya adalah mengantar harga pada cost based-nya, menghilangkan cost subsidize antara local dan SLJJ, merangsang investor untuk membangun jartap local, serta tentu saaja guna meningkatkan teledensitas riil.

Harapan apa dari pelaksaanaan tarif rebalancing, jika rebalancing selesai maka akan tercipta suatu “cost based price”. Demikian halnya dengan “Acceded Deficit Contrution” (ADC) otomatis akan dihapuskan. Kemudian jika kompetisi dibuka penuh maka harga ritel diharapkan menjadi turun. Dengan demikian akan memunculkan operator-operator baru di jartap lokal.

Sejumlah kasus

Beberapa permasalahan di sector telekomunikasi sempat memanas pada segmen Tanya jawab. Diantaranya soal SKTT yang menghebohkan, BRTI melihat bahwa masaalah paling krusial adalah “kontrak”. Namun begitu, BRTI berjanji akan terus mengawal dan senantiasa akan menyerap aspirasi, mulai dari operator, regulator sampai pelaksananya, bila perlu dengan penyebaran angket. Yang diributkan memang tak lepas dari soal harga yang dipatok Rp.5,9,-/IDR. 

SKTT sebagai system kliring  bagi BRTI merupakan  bayi premature yang sudah terlanjur lahir, sehingga dalam pendekatan dan pencarian solusinya harus dilakukan dengan cara yang lebih elegant.

Nasib 007?

Terkait dengan nasib “007”, BRTI menjanjikan bahwa masalah inipun termasuk paket yang akan dipertanyakan dan diperjuangan BRTI, “don’t worry about zero zero sevent,” katanya.

Soal Flexi atau FWA, hingga saat ini memang banyak tudingan dari operator seluler sebagai suatu kecurangan TELKOM, BRTI pusing hingga mengusulkan kembali agar aksesnya diikat hanya pada satu BTS saja, bukan satu kode area. Karuan saja usul yang “tidak popular” itu mendapat respon negatif dari floor, termasuk respon dari Nujul Achjar presenter dari LPEM UI, yang menaggapinya sebagai tidak efisien dan tidak berpihak pada konsumen. Kalau pembatasan itu dilakukan maka kelebihan FWA tidak ada artinya lagi bagi masyarakat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bila ternyata BRTI mengusulkan hal seperti itu maka logonya harus diganti, karena kepentingan masyarakat sudah diabaikan BRTI, yang berarti sudah tidak balance lagi seperti yang tergambar dari logo BRTI. Karuan saja Hery Nugroho, tak sanggup berkata-kata lagi! Makanya…….(Tim BULKI).

Catatan: Ucapan terimakasih kepada Anggota KRTI, Sdr. Hery Nugroho atas materi dan kesempatan wawancaranya.




Pengantar:  Kehadiran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diharapkan mampu memberi solusi terhadap pelbagai permasalahan di sector telekomunikasi. Namun banyak yang mensinyalir justru kehadirannya tak lebih sekadar perpanjangan tangan pemerintah. Boleh jadi begitu, mengingat ketuanya pun dijabat oleh Djamhari Sirat, yang notabene Dirjen Postel. Bagaimana kiprah sesungguhnya dari BRTI hingga sanggup memberi output yang berkeseimbangan dan adil bagi operator, regulator dan kastamer. Mari kita simak presentasi dari HERY NUGROHO dalam kapasitas beliau sebagai Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia pada Event Tariff Session-I 2004 yang berlangsung di Yogyakarta Plaza, mulai kemarin (17/03) dan akan berakhir pada 18 Maret sore hari ini.
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